


KATA PEⅣGANTAR

Puji ayukur kami panjatkan kehadirat AIlah SWT, ataS limpahan

rahmat, taufik dan hidayah-Nya kami telah menyelesaikan penyusunan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle BIowing System di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan・ Laporan ini merupakan

pelaksanaan amanat Peraturan Bupat iPesisir Selatan Nomor 6 Tahun 20 19

tentang prosedur Pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atauPQjabat

Lain (Whistle BIower System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir

Selatan. IJaPOran ini disusun dalam rangka memberikan infomasi tentang

pelaksanaan Penerapan Whistle BIowing System yang ada di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan・

Harapan kami kiranya Laporan ini dapat d担dikan bahan infomasi

Penerapan Whis血e Blowing System di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pesisir Selatan dan sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan Laporan

berikutnya mengenai Penerapan Whis廿e BIowing System di Lingkungan

PemerintahKabupaten Pesisir Selatan ・

Disadari bahwa Laporan ini masih banyak kekurangannya oleh

karena itu saran bersifat membangu調sangat di harapkan・ Akhimya atas

perhatian dan bantuan semua pihak terhadap telaksananya penyusunan

Laporan ini, diucapkanterimakasih ・
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A. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat

Peme正ntah dan upaya pencegahan serta mempercepat pemberantasa臆n

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningka址an pelayanan,

maka se缶ap aparatur di Lingkungan Pemehntah Kabupaten Pesisir

Selatan yang melihat dan/atau mengetahui adanya dugaan tindak

Pidana korupsi wajib melaporkan kepada Tim Pengelola Pengaduan.

WhistleboIwer System merupakan sebuah mekanisme

PenyamPaian pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau P匂abat

lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsl yang

dilakukan di dalam organisasi tempatnya beke車a.

Penanganan pelaporan yang berindikasi缶ndak pidana korupsl

merupakan bagian dari tugas penanganan pengaduan sebagaimana di

atur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor　6　Tahun　2019

tentang Prosedur Pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara Dan/Atau

P句abat Lain (Whistelblower System) di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan

bahwa Whis也eblower yaitu Aparatur Sipil Negera dan/atau PQjabat la上n

yang melaporkan perbuatan yang be五ndikasi也ndak pidana korupsi yang

teIjadi di dalam organisasi tempatnya bekeIja.

Whistelblower yang melihat dan mengetahui adanya dugaan

tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain

di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menyampaikan laporan

Pengaduan kepada TP2 (Tim Pengelola Pengaduan)・ Keanggotaan TP2

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor

70O/24O/Kpts/BPT-PS/2O19　tentang Pembentukan Tim Pengelola

Whis血eblower System di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir

Selatan.



B. DASAR HUKUM

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956　tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956　Nomor　25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor　21 Tahun

1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77)

jo Undang-Undang Nomor　58　Tahun 1958 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor lO8, Tambaha皿Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28　Tahun 1999　tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999　No血or　75,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor385 1 )

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (I,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor　3874)　sebagaimana telah diubah den筈an

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999　ten亡ang皿hdak Pidana

Korupsi (Lembara皿Negara Republik Indonesia Tahun 2OO I Nomor

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4150)

4. Undang-Undang Nomor　5　Tahun　2014　tentang AparaturSipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2O14　tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244,　Tambahan 1.embaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemehntah



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Peran Serta Maayarakat dan Pemberian Penghargaan

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi qumbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 200O Nomor l 14’Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan

Disiplin Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 135) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor l l Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Le皿baran Negara Republik Indonesia Tahun

2O17 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 6037) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik

Indonesia Nomor 604 1);

10. Peraturan Peme正ntah Nomor 49 Tahun 2O18 tentang Man勾emen

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian KeIja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 224, Tanbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6264);

1 1. Peraturan Mente轟　Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor　52

Tahun　2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemehntah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Nege正Nomor 120 Tahun 2018



tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O

Tahun 2O 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016

tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6Tahun　2019　tentang

Prosedur Pengaduan Oleh Apara請r Sipil Negara Dan/Atau坤abat

Lai元町histleblower System) Di L血gkungan Pemerintah Kabupaten

Pesisir Selatan;

15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 700/240/Kpts/B門-

PS/ 20 19 tentang Pembentukan T血Pengelola Whistleblower System

Di Lingkungan Peme血tah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

C. TUJUAN

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blower System

untuk memonitoring dan mengevaluasi Pelaks糾しaan dan pencapalan

pengaduan melalui aplikasi Whistle BIower System maupun secara

langsung yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dari

Januari sampai dengan Desember 20 19.

D. RUANG LI鮒GKUP

Ruang Lungkup dari Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan

Whistle BIower System adalah Implementasi Whistle BIower System

seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6

Tahun 2019 tentang Prosedur Pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara

Dan/Atau PQjabat Lain (Whistleblower System) Di Lingkungan

Peme正ntah Kabupaten Pesisir Selatan・

‾‾1



E. HASIL MON量TORING DAN EVAL町ASI PENERAPAN Vu重STLEBLOWER

SYSTBM

Berdasarkan Hasil Moni亡oring dan Evaluasi terhadap Penanganan

Pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara Dan/Atau PQjabat Lain

(Whistleblower System) Di Lingkunga皿Pemehntah Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2019 adalah sebagal be正kut :

No. �Bu]anLaporan �U請jt �Mate正Pe皿 �Ketentuanyang �Rekomendasi 　ya皿g 
Ke重ja �gadu弧 �d克抑籍ar �akandibe互kan 

(1) �(2) �(3) �(4) �(5) �(6) 

l, �Ja皿u訂正2019 �Nihil �Nihil �Nihil �Nihil 

2. �Feb「鵬孔「i2019 �N血主l �Ni血上l �Nih王l �N土山l 

3. �Maret2019 �N土血土賞 �Nihil �Njhjl �Nihil 

4. �Apri12019 �Nihil �Njhjl �Ni血il �Ni血il 

5. �Mej2019 �Nihil �Nihil �討王hi賞 �Nihil 

6, �Juni2019 �Njhii �N血il �Nihil �N血il 

7. �」uli2019 �Ni血il �Nihil �NihH �NihH 

8. �Agustus2019 �N血il �Nihi看 �Nihil �Nihil 

9. �洗ptember2019 �Nihil �Nihil �Nihi重 �Nihi量 

10. �Oktober2019 �Nihi宣 �Nihi萱 �Nihil �N王hil 

1l. �November2019 �Nihil �Nihil �Nihi賞 �Nihil 

12. �Desember2019 �Nihil �Nihil �Nih主! �Nihil 



確報

F. REKOMEⅣDASI

Dari hasil monitoring dan evaluasi Penerapan Whistle BIower

System di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selama

tahun 2019　t王dak ditemukan adanya laporan terkait Whistle Blower

System dalam bentuk apapun yang oleh Aparatur Sipil Negara D甜1/Atau

PQjabat La土n (Wh土stleblower System) di Lingkungan Pem証ntah

Kabupaten Pesisir Selatan, akan tetapi tetap perlu dilakukan

Peningkatan lagi melalui Sosialisasi kembali kepada seluruh pegawai di

Lingkungan Pemehntah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Peratur弧

Bupa也Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 20 19 tentang Prosedur Peng包duan

Oleh Aparatur Sipil Negara Dan/Atau P匂abal二l息in (Whist賞eb賞ower

System) Di Lingkungan Pemehntah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga

Seluruh pegawal me皿ahami dan mau menggunakan aplikasi WBS

Sebagai s糾.ana penya山ra皿pengaduan yang sah dan dilindungi oleh

Peraturan ・

望堅甲



G. LAMPIRAN

Berikut ini berisikan lamplran yang mendukung adanya WBS di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

圏蘭画壁画醒開園醒
国中o「

胸都側即、年　中蹄
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